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ABSTRACT 

This paper attempts to analyze the impact of Anti-Deforestation Laws, 

specifically the European Union Zero Deforestation Regulation (EUDR), on 

smallholder oil palm farmers in Indonesia through the lens of Axel Honneth’s 

recognition theory. This paper aims to understand how the policy creates 

structural injustice and ignores the realities of smallholder farmers’ lives. The 

method used is critical discourse analysis, which highlights how the language 

and ideology in this policy shape global perceptions of sustainability. The results 

show that the policies contained in the EUDR function as tools for 

environmental conservation and reproduce a global power hierarchy that 

benefits developed countries. Thus, the bargaining position of smallholder oil 

palm farmers in Indonesia is being worsened, social exclusion is being created, 

and a global power hierarchy is being reproduced. This paper concludes that the 

Indonesian Government can formulate inclusive and responsive policies to 

farmers’ needs. The policy recommendations include providing access to land 

legality, training programs, and dialogue between the Government and farmers 

so that the injustices generated by the EUDR can be minimized, creating a more 

equitable and sustainable agricultural system in Indonesia. 
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(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

Pendahuluan 

Pemberlakuan Undang-Undang Anti-Deforestasi oleh Uni Eropa yang bertujuan 

untuk memastikan bahwa komoditas seperti minyak sawit, kopi, kayu, dan kakao yang 

memasuki pasar Eropa bebas dari deforestasi, memiliki implikasi yang signifikan bagi 

petani kelapa sawit skala kecil (Abideen et al., 2023). Tulisan ini berupaya menganalisis 

dampak kebijakan Undang-Undang Anti-Deforestasi melalui sudut pandang teori 

pengakuan sosial Axel Honneth, dengan mengeksplorasi bagaimana hal itu dapat 

memengaruhi hak, identitas, dan kesejahteraan para petani ini (Vamuloh et al., 2020). Teori 

Honneth (1995) menyatakan bahwa realisasi diri dan kesejahteraan individu bergantung 

pada pengakuan yang mereka terima dari orang lain, baik di tingkat interpersonal maupun 

kelembagaan.  

Pengakuan sosial dalam tulisan ini mengacu pada elemen kunci dalam pembentukan 

identitas individu dan masyarakat, yaitu cinta, pengakuan hak, dan solidaritas. Terlebih, 

dalam UU Anti-Deforestasi, pelaku usaha wajib melakukan uji tuntas dan melacak asal 

komoditas dalam bisnis berpotensi mengganggu pengakuan dan status sosial petani kelapa 
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sawit skala kecil (The Nature Conservancy, 2023). Literatur yang ada menunjukkan bahwa 

perluasan perkebunan kelapa sawityang sering kali mengorbankan hutan tropis, telah 

dikaitkan dengan masalah lingkungan dan konflik sosial, dengan sebagian besar deforestasi 

di Indonesia disebabkan oleh pertanian kelapa sawit, termasuk yang dilakukan oleh petani 

skala kecil (Meijaard & Sheil, 2013). 

Tulisan ini menggunakan perspektif pengakuan Axel Honneth untuk 

mengeksplorasi ketidakadilan yang mungkin muncul akibat UU Anti-Deforestasi dan 

hubungannya dengan perjuangan petani untuk mendapatkan pengakuan yang layak dalam 

masyarakat (Garrett, 2010). Sebagian besar penelitian tentang kelapa sawit cenderung fokus 

pada aspek teknis seperti produktivitas tanaman, pengelolaan lahan, dan dampak 

lingkungan (Comte et al., 2012; Hansen et al., 2015; Syahza, 2019). Banyak studi menyoroti 

produktivitas kelapa sawit dengan faktor-faktor seperti kerapatan tanam dan varietas 

unggul (Amalia et al., 2019; Suryadi et al., 2020). Penelitian lain juga mengeksplorasi 

perbedaan karakter agronomi antara lahan pasang surut dan lahan mineral, serta dampak 

praktik pemupukan yang tidak optimal terhadap kualitas produksi (Paterson & Lima, 2018; 

Tan, 2023). Namun, kurangnya perhatian terhadap dimensi sosial dan ekonomi petani kecil 

dapat memperburuk ketidakadilan yang dihadapi mereka dalam konteks kebijakan yang 

lebih luas.  

Penelitian tentang kelapa sawit juga mulai mengarah pada penelitian tentang 

penggunaan lahan marginal untuk meningkatkan produktivitas tanpa memperluas 

deforestasi (Vijay et al., 2016; Wicke et al., 2011). Upaya ini sejalan dengan kajian kebijakan 

terkait pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di lahan terdegradasi, yang bertujuan 

untuk melindungi hutan sekaligus meningkatkan hasil produksi (Dislich et al., 2017; 

Khatun et al., 2017). Namun, meskipun berbagai studi teknis telah dilakukan, aspek sosial 

ekonomi petani sawit kecil dan dampak kebijakan global seperti UU Anti-Deforestasi masih 

kurang mendapat perhatian. Gambar 1 menunjukkan peta penelitian tentang kelapa sawit 

di dunia. 

 

 

Gambar 1. Peta Penelitian tentang Kelapa Sawit 

Sumber: Diproses dengan Menggunakan VOSviewer (2025) 
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Berdasarkan peta penelitian tentang kelapa sawit di gambar 1, terdapat kebutuhan 

mendesak untuk memperluas cakupan penelitian agar tidak hanya mencakup dimensi 

teknis dan lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan petani kecil serta 

integrasi teknologi modern dalam praktik pertanian. Penelitian dengan pendekatan yang 

lebih holistik ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan industri kelapa sawit di 

tengah tantangan global yang semakin kompleks. Apalagi, saat ini kebijakan anti-

deforestasi, khususnya yang diadopsi oleh Uni Eropa melalui UU Anti-Deforestasi, telah 

menjadi sorotan utama dalam diskusi global mengenai keberlanjutan lingkungan dan 

dampaknya terhadap industri kelapa sawit global, termasuk di Indonesia.  

Dengan tujuan untuk mengurangi kontribusi terhadap deforestasi dan degradasi 

hutan, kebijakan dalam Regulasi Anti-Deforestasi Uni Eropa (EUDR) mengharuskan 

produk yang masuk ke pasar Eropa untuk memenuhi kriteria bebas deforestasi. Kebijakan ini 

muncul sebagai respons terhadap tingginya laju deforestasi global, di mana pada periode 

2015–2020, dunia kehilangan sekitar 10 juta hektare hutan per tahun (FAO, 2022). Indonesia, 

sebagai salah satu produsen terbesar minyak sawit dunia, mengalami dampak yang 

signifikan dari regulasi ini (Shigetomi et al., 2020). Data menunjukkan bahwa sekitar 41% 

dari total lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikelola oleh petani kecil yang sering 

kali mengalami kesulitan dalam memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh 

regulasi internasional (Saragih & Rahayu, 2022). Di satu sisi, kebijakan ini diharapkan dapat 

membantu melindungi keanekaragaman hayati dan mengurangi dampak perubahan iklim. 

Namun, di sisi lain, pembatasan akses pasar akibat regulasi ini dapat menyebabkan 

ketidakpastian ekonomi bagi petani kecil, mengingat lebih dari 70% ekspor minyak sawit 

Indonesia bergantung pada pasar internasional, termasuk Uni Eropa (Comtrade, 2023). 

Dengan demikian, kebijakan ini menimbulkan dilema antara tujuan lingkungan dan 

kesejahteraan ekonomi para petani sawit kecil di Indonesia. 

Undang-Undang Anti-Deforestasi yang diimplementasikan Uni Eropa dalam 

perspektif teori Axel Honneth dapat dilihat sebagai arena konflik antara kepentingan 

lingkungan dan hak-hak petani sawit. Dalam analisis ini, tulisan ini menjadi penting, 

terutama untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan tersebut berinteraksi dengan 

kebutuhan pengakuan dari petani sawit dan dampaknya terhadap keadilan sosial. Melalui 

analisis wacana yang digunakan dalam tulisan ini, sehingga dapat ditentukan dampak UU 

Anti-Deforestasi bagi petani sawit, terutama dari perspektif pengakuan dan ketidakadilan. 

Dengan memahami dinamika ini, maka diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih 

inklusif yang tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memperhatikan 

kesejahteraan petani sawit kecil di Indonesia. 

Metode 

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif 

dengan pendekatan analisis wacana (Van Dijk 2015). Pendekatan ini memungkinkan 

peneliti untuk menggali dan memahami dinamika sosial serta konflik yang muncul akibat 

kebijakan UU Anti-Deforestasi, terutama dalam konteks pengakuan sosial bagi petani 

sawit. Data dikumpulkan melalui studi literatur. Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan 
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dan menganalisis berbagai dokumen dan sumber tertulis yang relevan, termasuk artikel 

ilmiah, laporan kebijakan, dokumen resmi, dan studi sebelumnya tentang kelapa sawit serta 

UU Anti-Deforestasi. Proses ini bertujuan untuk memberikan konteks yang lebih luas 

mengenai isu yang diteliti dan untuk memahami bagaimana kebijakan ini berdampak pada 

petani sawit dari perspektif pengakuan sosial.  

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis 

wacana kritis. Proses analisis dimulai dengan menentukan teks-teks yang akan dianalisis 

dari studi literatur yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi tema-

tema utama yang muncul dari teks tersebut, termasuk bagaimana pengakuan dan 

ketidakadilan diungkapkan dalam konteks UU Anti-Deforestasi. Peneliti juga 

memperhatikan konteks sosial, politik, dan ekonomi di mana teks tersebut diproduksi dan 

dikonsumsi, sehingga dapat memahami bagaimana wacana terbentuk dan berfungsi dalam 

masyarakat. Dalam tahap akhir analisis, peneliti menggunakan lensa teori pengakuan Axel 

Honneth untuk menafsirkan makna di balik teks dan bagaimana pengalaman-pengalaman 

yang diungkapkan dalam dokumen tersebut mencerminkan perjuangan petani sawit untuk 

mendapatkan pengakuan. Kriteria penelitian dalam analisis ini mencakup relevansi data 

yang dikumpulkan terhadap isu pengakuan sosial dan dampak UU Anti-Deforestasi 

terhadap petani sawit. Meskipun menggunakan studi literatur, peneliti memastikan bahwa 

sumber-sumber yang dipilih mencakup berbagai perspektif, termasuk pandangan dari 

akademisi, pembuat kebijakan, dan laporan dari organisasi non-pemerintah.   

Analisis juga dilakukan secara mendalam untuk menggali nuansa dalam 

pengalaman petani sawit terkait dengan kebijakan tersebut serta bagaimana mereka 

berjuang untuk mendapatkan pengakuan. Selain itu, hasil analisis dihubungkan kembali ke 

teori pengakuan Honneth dengan indikator, cinta, pengakuan hak, dan solidaritas untuk 

memberikan kerangka pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu yang diteliti. 

Hasil dan Pembahasan 

Indonesia adalah negara terbesar dalam produksi dan konsumsi kelapa sawit, 

dengan separuh pasokan minyak sawit global berasal dari negara ini Indonesia (Basir, 

2025). Pada tahun 2023, luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai sekitar 16,8 juta 

hektare, menghasilkan sekitar 48 juta ton minyak kelapa sawit, dengan volume produksi 

tersebut, Indonesia menyuplai sekitar 55% dari total produksi minyak kelapa sawit dunia, 

menjadikannya produsen terkemuka di atas Malaysia, Thailand, dan Kolombia (Pertanian, 

2024).  

Industri kelapa sawit juga berperan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Pada 

tahun 2023, industri ini secara langsung mempekerjakan sekitar 4,2 juta orang, sementara 

sektor terkait mempekerjakan sekitar 12 juta orang. Selain itu, sekitar 41% dari total lahan 

perkebunan sawit dimiliki oleh petani kecil, dengan jumlah sekitar 2,3 juta orang yang 

bergantung pada sektor ini untuk mata pencaharian mereka (BPS, 2024). Petani kecil yang 

memiliki lahan rata-rata sekitar 4 hektare, sering menghadapi tantangan dalam memenuhi 

persyaratan kebijakan UU Anti-Deforestasi yang menuntut standar keberlanjutan ketat 

(Effendy et al., 2019). Keterbatasan sumber daya dan akses informasi membuat mereka sulit 
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beradaptasi dengan regulasi ini, yang dapat mengancam keberlangsungan usaha mereka. 

Gambar 2 menunjukkan sebaran jumlah petani sawit di Indonesia. 

 

 

 

Gambar 2. Sebaran Petani Sawit di Indonesia 

Sumber: (BPDPKS, 2025) 

Kebijakan UU Anti-Deforestasi yang diberlakukan oleh Uni Eropa pada 16 Mei 2023 

bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim akibat deforestasi dan berdampak signifikan 

bagi industri kelapa sawit Indonesia. Kebijakan ini mewajibkan produk seperti minyak 

sawit memenuhi standar keberlanjutan yang ketat, termasuk keterlacakan dan legalitas 

lahan, yang menjadi tantangan berat bagi petani kecil. Sebagai pasar ekspor terbesar kedua 

bagi Indonesia setelah India, kontribusi ekspor kelapa sawit sangat penting bagi 

perekonomian nasional. Namun, UU Anti-Deforestasi dapat menyulitkan petani kecil 

dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan, berpotensi mengakibatkan hilangnya akses 

ke pasar internasional.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya Indonesia dalam 

memperjuangkan industri sawit serta mengidentifikasi motif politik dan bisnis di balik 

kebijakan yang dianggap diskriminatif (Hajad, 2017). Selanjutnya, tulisan ini akan 

membahas bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kehidupan petani kecil dan 

industri kelapa sawit secara keseluruhan, serta menganalisisnya melalui perspektif 

pengakuan Axel Honneth. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana 

kebijakan tersebut menciptakan ketidakadilan struktural bagi petani kecil di Indonesia, 

terutama petani sawit kecil yang mengelola lahan secara tradisional. 

 

Konsekuensi UU Anti-Deforestasi bagi Petani Sawit 

UU Anti-Deforestasi yang diberlakukan oleh Uni Eropa, atau yang dikenal sebagai 

European Union Deforestation Regulation (EUDR), memiliki dampak signifikan terhadap 

petani sawit di Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa produk yang 

masuk ke pasar Uni Eropa berasal dari sumber yang legal dan bebas deforestasi. Namun, 

implementasinya membawa tantangan besar, terutama bagi petani kecil yang merupakan 

tulang punggung industri kelapa sawit nasional (Sukiyono et al., 2022). Gambar 3 

menunjukkan bahwa kelapa sawit adalah salah satu dari beberapa produk Indonesia yang 

terpengaruh kebijakan EUDR yang diimplementasikan oleh Uni Eropa.  
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Gambar 3. Produk Indonesia yang Terdampak EUDR 

Sumber: (The Nature Conservancy, 2023) 

Regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) berdampak signifikan 

pada komoditas minyak sawit, termasuk mempengaruhi harga jual, akses pasar ekspor, dan 

keberlanjutan usaha petani. Pertama, penerapan regulasi ini dapat menurunkan harga 

Tandan Buah Segar (TBS) bagi petani kecil akibat berkurangnya akses pasar ekspor. 

Sebelum adanya regulasi ini, petani kecil telah menghadapi harga yang tidak stabil, sering 

bergantung pada tengkulak. Berdasarkan laporan Eco-Business, implementasi regulasi 

deforestasi Uni Eropa dapat mengakibatkan penyusutan ekonomi sawit hingga 30% di 

daerah penghasil utama seperti Kotawaringin Barat, dengan potensi kehilangan sekitar $2 

miliar per tahun. Selain itu, produksi minyak sawit Indonesia diperkirakan turun sebanyak 

500.000 metrik ton akibat berkurangnya akses ekspor, yang pada akhirnya akan berdampak 

pada pendapatan petani kecil (Eco-Business, 2023).  

Kedua, regulasi ini memperumit akses pasar ekspor bagi petani kecil karena 

persyaratan keterlacakan dan legalitas lahan yang ketat. Banyak petani tidak memiliki 

sertifikat tanah atau dokumen legal lainnya yang disyaratkan Uni Eropa, sehingga mereka 

terancam kehilangan pasar ekspor. Sebuah studi menunjukkan bahwa hanya 13,2% petani 

memahami mekanisme pencegahan dan kontrol lingkungan yang menjadi bagian dari 

standar keberlanjutan Uni Eropa, menandakan minimnya sosialisasi regulasi ini kepada 

petani kecil (Distanbun, 2024).  

Ketiga, kompleksitas persyaratan administratif membuat banyak petani tidak 

memahami UU Anti-Deforestasi dan dampaknya terhadap usaha mereka. Survei 

menunjukkan bahwa sebagian besar petani di daerah perkebunan tidak mengetahui aturan 

terbaru dari Uni Eropa, yang berisiko membuat mereka kehilangan akses ke pasar ekspor 

dan mengalami penurunan pendapatan. Tyson & Meganingtyas, (2022) mencatat bahwa 

perbedaan standar keberlanjutan antara Uni Eropa dan kebijakan domestik seperti 

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menambah kebingungan petani kecil, terutama 

karena ISPO masih belum diakui sebagai standar yang setara dengan regulasi EUDR.  

Keempat, kesulitan dalam memenuhi regulasi baru dapat mengancam keberlanjutan 

usaha petani sawit. Jika mereka tidak dapat menjual produk ke pasar ekspor, banyak yang 

mungkin terpaksa menghentikan usaha pertanian mereka, berdampak negatif pada 

pendapatan individu dan ekonomi lokal. Keterbatasan sumber daya dan akses terhadap 

teknologi modern semakin memperburuk situasi.  
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Secara keseluruhan, EUDR memberikan tantangan besar bagi petani sawit kecil di 

Indonesia. Dampaknya terhadap harga komoditas, akses pasar ekspor, dan keberlanjutan 

usaha sangat signifikan. Untuk memastikan keberlangsungan hidup para petani ini, 

diperlukan dukungan dari pemerintah agar mereka dapat memenuhi persyaratan regulasi 

sambil tetap mempertahankan usaha pertanian. Regulasi EUDR ini mulai diberlakukan 

secara bertahap sejak 29 Juni 2023 dan mengharuskan setiap produk yang masuk ke pasar 

Uni Eropa untuk memenuhi kriteria “bebas deforestasi,” termasuk uji tuntas yang ketat 

dalam pelacakan geolokasi lahan produksi dan verifikasi dokumen terkait. Namun, bagi 

petani sawit kecil, persyaratan ini menjadi beban berat.   

Petani sawit kecil yang memiliki keterbatasan modal dan infrastruktur, harus 

menghadapi tantangan besar dalam mematuhi regulasi EUDR tersebut. Posisi lemah dalam 

rantai pasok yang didominasi oleh korporasi besar semakin memperburuk situasi yang 

menyebabkan banyak petani sawit kecil sering kali “dipaksa” untuk menjual Tandan Buah 

Segar (TBS) di bawah harga standar karena kurangnya daya tawar. Hal ini tidak hanya 

berdampak pada pendapatan mereka sebagai petani sawit, tetapi juga mengancam 

keberlanjutan usaha jangka panjang.  

Regulasi EUDR juga menciptakan hambatan tambahan dalam perdagangan 

internasional. Produk kelapa sawit yang tidak memenuhi persyaratan dapat dianggap 

sebagai hasil deforestasi ilegal, dan dapat memengaruhi reputasi produk Indonesia di pasar 

global (Dauvergne, 2018). Situasi ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah 

strategis seperti memperkuat sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan melalui 

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk meningkatkan daya saing produk di pasar 

internasional. Namun, kebijakan ini juga menciptakan dilema bagi Indonesia sebagai 

produsen utama minyak kelapa sawit. Di satu sisi, EUDR bertujuan melindungi 

lingkungan, namun di sisi lain, dampaknya tidak proporsional pada petani kecil yang 

sering kali menjadi kelompok paling rentan dalam rantai pasok (Hidayat et al., 2018). Dalam 

menghadapi tantangan tersebut, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih 

inklusif dan responsif terhadap kebutuhan petani kecil. Ini mencakup akses pelatihan teknis 

tentang praktik pertanian berkelanjutan dan dukungan finansial untuk memenuhi standar 

keberlanjutan tanpa mengorbankan mata pencaharian mereka. Sehingga, dengan 

pendekatan kolaboratif antara pemerintah, perusahaan swasta, dan komunitas lokal, maka 

ekosistem pertanian kelapa sawit yang lebih adil dan berkelanjutan dapat diciptakan. 

Apalagi, jika mengingat kontribusi sektor kelapa sawit terhadap perekonomian nasional 

dan kesejahteraan jutaan orang di pedesaan Indonesia.  

Pemerintah Indonesia juga harus memastikan bahwa kebijakan seperti EUDR tidak 

hanya melindungi lingkungan, tetapi juga mendukung kehidupan petani kecil secara adil. 

Sebab, apabila tanpa dukungan yang memadai untuk meningkatkan kapasitas produksi 

dan memenuhi standar keberlanjutan, banyak petani sawit kecil di Indonesia akan kesulitan 

bersaing di pasar global. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyediakan 

pelatihan dan dukungan teknis agar petani dapat beradaptasi dengan regulasi baru. 
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Perspektif Teori Pengakuan Axel Honneth 

Dalam teori pengakuan Axel Honneth, ketidakadilan yang dihadapi oleh petani 

sawit Indonesia akibat penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) 

mencerminkan bentuk absennya pengakuan terhadap petani sawit kecil (Muradian et al., 

2025). Honneth mengidentifikasi tiga dimensi pengakuan yang esensial, yaitu dimensi cinta 

(love), dimensi hak (right), dan dimensi solidaritas (solidarity), yang menjadi kerangka 

penting untuk memahami bagaimana pengabaian terhadap pengakuan memengaruhi 

kesejahteraan individu dan kolektif petani sawit (Honneth, 1995).  

 

Dimensi Cinta 

Dimensi cinta dalam teori pengakuan Axel Honneth (1995) berfokus pada 

penghormatan terhadap kebutuhan dasar individu, yang merupakan bentuk pengakuan 

terhadap martabat manusia. Dalam konteks petani sawit, kebutuhan dasar untuk 

perlindungan atas keberlanjutan penghidupan mereka sering kali terabaikan. Kebijakan 

European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang menekankan standar 

keberlanjutan tanpa mempertimbangkan realitas lokal, menciptakan tekanan ekonomi yang 

berat bagi petani kecil. Banyak dari mereka bergantung pada lahan yang dikelola secara 

turun-temurun, yang sebagian besar belum memiliki status legal. Ketidakpastian ini 

mengancam stabilitas penghidupan mereka, yang seharusnya menjadi perhatian utama 

dalam kebijakan keberlanjutan global.  

Tanpa perlindungan yang memadai terhadap kebutuhan dasar ini, petani sawit 

kehilangan rasa aman dan pengakuan sebagai individu yang berhak mendapatkan 

perhatian dan perlindungan. Honneth menegaskan bahwa cinta sebagai dimensi 

pengakuan menciptakan lingkungan di mana individu merasa dihargai dan diakui 

keberadaannya. Dalam hal ini, penting bagi kebijakan seperti EUDR untuk tidak hanya 

fokus pada aspek lingkungan, tetapi juga memberikan perhatian kepada kondisi sosial-

ekonomi petani. Karena, meskipun kebijakan EUDR bertujuan baik untuk mengurangi 

deforestasi, sering kali gagal memahami konteks lokal di negara-negara produsen, seperti 

Indonesia.   

Penelitian oleh Ayompe et al. (2021) menunjukkan bahwa lebih dari 70% petani kecil 

di sektor kelapa sawit tidak memiliki dokumen legal atas lahan yang mereka kelola, 

sehingga kehilangan akses ke pasar internasional. Hal ini menciptakan ketidakadilan 

struktural dan mengabaikan hak-hak petani sebagai individu yang berkontribusi pada 

perekonomian. Dalam pandangan Honneth, pengakuan melalui cinta harus mencakup 

dukungan terhadap kebutuhan dasar individu agar mereka dapat hidup dengan martabat. 

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan 

kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan petani kecil. Dengan pendekatan 

kolaboratif antara pemerintah, perusahaan swasta, dan komunitas lokal, kita dapat 

menciptakan ekosistem pertanian kelapa sawit yang lebih adil dan berkelanjutan.  
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Dimensi Hak 

Dimensi hak dalam teori pengakuan Axel Honneth menekankan pentingnya 

pengakuan individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang setara. Dalam konteks 

European Union Deforestation Regulation (EUDR), penerapan standar keberlanjutan yang 

ketat tanpa memberikan dukungan kepada petani untuk memenuhi persyaratan ini 

mencerminkan pengabaian terhadap hak-hak mereka dalam sistem ekonomi global. Data 

menunjukkan bahwa pada tahun 2023, luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 

sekitar 16,8 juta hektare, menghasilkan sekitar 48 juta ton minyak kelapa sawit. Namun, 

meskipun kontribusi ini signifikan, petani sawit menghadapi tantangan besar dalam 

memenuhi persyaratan EUDR, terutama terkait legalitas lahan dan standar keterlacakan 

(Oosterveer, 2015).  

Survei oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) menunjukkan bahwa mayoritas petani 

tidak mengetahui keberadaan atau ketentuan dalam regulasi EUDR. Kesenjangan informasi 

ini menggarisbawahi ketidakadilan yang dialami petani kecil, yang sebagian besar belum 

memahami standar yang wajib dipenuhi untuk mengakses pasar Uni Eropa. Salah satu 

persoalan utama adalah legalitas lahan yang dikelola banyak petani sawit, di mana banyak 

dari mereka masih menggarap lahan di kawasan hutan negara tanpa status legal yang jelas. 

Ketidakpastian ini tidak hanya mempersulit pemenuhan persyaratan keterlacakan, tetapi 

juga memperburuk ketidakpastian hukum bagi petani.  

Dalam konteks reforma agraria, upaya untuk memperoleh legalitas formal melalui 

penyelesaian konflik agraria masih berlangsung, tetapi hasilnya belum signifikan. Proses 

ini sering terhambat oleh birokrasi yang rumit, kurangnya dukungan pemerintah, dan 

ketidakpastian hukum mengenai lahan yang dikelola petani kecil. Banyak petani sawit di 

Indonesia menggarap lahan di kawasan hutan negara tanpa status legal yang jelas, sehingga 

mereka berisiko kehilangan sumber penghidupan. Selain itu, standar keberlanjutan seperti 

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) 

cenderung lebih menguntungkan perusahaan besar dibandingkan petani kecil. Pengabaian 

terhadap hak-hak petani sawit kecil ini memperburuk ketimpangan sosial di tingkat lokal.  

Kondisi tersebut mencerminkan bagaimana regulasi global sering kali tidak 

mempertimbangkan kompleksitas lokal, terutama bagi petani kecil yang mengelola lahan 

kurang dari empat hektare. Tanpa intervensi kebijakan yang berpihak pada petani—seperti 

subsidi untuk sertifikasi, pelatihan teknis, dan reformasi agraria—regulasi seperti EUDR 

berpotensi memperburuk ketimpangan ekonomi global. Honneth berargumen bahwa 

pengabaian terhadap hak-hak ini tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga 

melukai martabat individu karena mereka tidak diperlakukan sebagai bagian integral dari 

sistem ekonomi global yang adil.  

Sementara itu, penting untuk memahami bahwa pengakuan hukum seharusnya 

mencakup perlindungan terhadap hak-hak petani kecil sebagai subjek hukum. Kebijakan 

EUDR harus dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi lokal agar dapat 

memberikan dukungan nyata kepada petani kecil dalam memenuhi persyaratan 

keberlanjutan tanpa mengorbankan hak-hak mereka. Dengan pendekatan inklusif dan 

kolaboratif antara pemerintah, perusahaan swasta, dan komunitas lokal, kita dapat 
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menciptakan lingkungan di mana semua aktor dalam rantai pasok kelapa sawit 

diperlakukan dengan adil dan setara. 

 

Dimensi Solidaritas 

Dimensi solidaritas dalam teori pengakuan Axel Honneth menekankan pentingnya 

pengakuan terhadap kontribusi individu atau kelompok sebagai bagian dari tujuan kolektif 

yang lebih besar. Dalam industri kelapa sawit, petani kecil memiliki peran strategis, namun, 

kontribusi vital ini sering kali diabaikan dalam diskusi global tentang keberlanjutan, 

terutama dalam kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang lebih 

banyak mengakomodasi kepentingan negara maju, mengabaikan solidaritas dengan petani 

kecil yang menjadi tulang punggung sektor ini (Dhakal et al., 2022). Petani sawit tidak 

mendapatkan pengakuan atas kontribusi mereka, menciptakan rasa keterasingan, dan 

semakin memperparah peminggiran sosial-ekonomi mereka. Honneth berargumen bahwa 

solidaritas adalah fondasi dari keadilan sosial, karena tanpa pengakuan yang adil terhadap 

peran petani kecil, tujuan kolektif untuk keberlanjutan tidak akan tercapai.  

Pengabaian terhadap dimensi solidaritas dalam kebijakan EUDR mencerminkan 

ketidakadilan struktural yang menghambat terciptanya keadilan global yang inklusif dan 

berkelanjutan. Hal ini menunjukkan pentingnya pengakuan yang adil terhadap petani 

sawit sebagai aktor signifikan dalam rantai pasok global. Untuk mencapai keadilan sosial 

dan ekonomi bagi para petani kecil di Indonesia, diperlukan pendekatan kebijakan yang 

lebih responsif dan inklusif, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek lingkungan tetapi 

juga menjamin hak-hak serta kesejahteraan mereka. Perspektif teori pengakuan Honneth 

memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana ketidakadilan dialami oleh petani 

sawit dalam konteks UU Anti-Deforestasi dan EUDR.  

Memahami dimensi solidaritas dalam kehidupan sehari-hari para petani kecil ini, 

kita dapat lebih baik mengidentifikasi langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk 

menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih adil serta inklusif bagi semua pihak 

terkait. Pengakuan terhadap hak-hak mereka bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga 

langkah penting menuju pembangunan berkelanjutan di sektor kelapa sawit Indonesia. 

Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun solidaritas antara negara-negara maju 

dan negara-negara produsen seperti Indonesia, agar kebijakan-kebijakan yang diterapkan 

tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memberikan dukungan nyata kepada 

petani kecil yang menjadi pilar utama dalam industri ini. 

 

Ketidakadilan Struktural dalam Implementasi Kebijakan 

Dalam menganalisis UU Anti-Deforestasi melalui pendekatan wacana kritis, dapat 

dilihat bagaimana wacana tersebut membentuk struktur ketidakadilan di kalangan petani 

sawit. Wacana resmi sering kali menggambarkan kebijakan sebagai langkah positif untuk 

melindungi lingkungan. Namun, dampaknya terhadap masyarakat lokal sering kali 

terabaikan. Hal ini menciptakan narasi yang mendukung kepentingan tertentu sambil 

mengabaikan realitas kehidupan sehari-hari para petani. Kebijakan UU Anti-Deforestasi ini, 

meskipun bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan melindungi ekosistem, sering kali 
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tidak mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh petani kecil yang bergantung pada 

lahan untuk mata pencaharian mereka.  

Beberapa isu utama dalam implementasi kebijakan adalah legalitas lahan pertanian 

milik para petani kecil, keterlacakan produk, dan dampak lingkungan. Pertama, legalitas 

lahan pertanian, yaitu banyak lahan yang digarap oleh petani sejak lama masih berstatus 

kawasan hutan negara atau tidak memiliki dokumen legal resmi. Ketidakpastian hukum ini 

membuat para petani rentan terhadap ancaman penggusuran atau pembatasan akses ke 

lahan pertanian mereka. Dalam banyak kasus, petani kecil tidak memiliki sumber daya 

untuk mendapatkan legalitas atas lahan yang mereka kelola, sehingga mereka terjebak 

dalam situasi ketidakpastian yang dapat mengancam keberlangsungan hidup mereka.  

Kedua, keterlacakan produk menjadi tantangan tambahan bagi para petani kecil 

dalam memenuhi persyaratan UU Anti-Deforestasi. Banyak dari mereka bergantung pada 

pihak perantara dalam rantai pasok sehingga sulit untuk melacak asal-usul produk kelapa 

sawit mereka. Tanpa sistem keterlacakan yang jelas, banyak produk hasil pertanian tidak 

akan memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Hal ini menciptakan 

kesenjangan antara harapan pasar global dan kenyataan yang dihadapi oleh petani kecil, 

yang sering kali tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi persyaratan tersebut.  

Ketiga, dampak lingkungan dari kebijakan ini juga memperburuk posisi tawar para 

petani sawit di pasar global. Ketika kebijakan anti-deforestasi diterapkan tanpa 

mempertimbangkan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat setempat, hal itu dapat 

menyebabkan kerusakan lingkungan lebih lanjut serta konflik agraria antara perusahaan 

besar dan komunitas lokal. Misalnya, perusahaan-perusahaan besar sering kali 

mendapatkan izin untuk mengelola lahan dengan cara yang merugikan petani kecil, 

sementara petani lokal kehilangan akses ke sumber daya alam yang telah mereka kelola 

secara tradisional.  

Ketidakadilan struktural dalam implementasi kebijakan berdampak luas pada 

kehidupan sosial masyarakat pedesaan. Banyak keluarga kehilangan mata pencaharian 

karena kehilangan akses ke lahan atau penurunan pendapatan akibat harga komoditas yang 

jatuh setelah penerapan regulasi baru tersebut. Penurunan pendapatan ini bukan hanya 

mempengaruhi ekonomi keluarga, tetapi juga berkontribusi pada masalah sosial lainnya 

seperti kemiskinan dan ketidakstabilan sosial (Hajad & Ikhsan, 2024). Secara keseluruhan, 

analisis wacana kritis terhadap UU Anti-Deforestasi menunjukkan bahwa meskipun tujuan 

kebijakan mungkin baik secara teoritis, implementasinya sering kali menciptakan struktur 

ketidakadilan baru bagi para petani sawit kecil.  

 

Analisis Wacana Kritis dalam European Union Deforestation Regulation (EUDR) 

Analisis wacana kritis Van Dijk Teun A. (1995) dapat digunakan untuk memahami 

bagaimana kebijakan seperti UU Anti-Deforestasi dan European Union Deforestation 

Regulation (EUDR) menciptakan ketidakadilan struktural bagi petani sawit. Pendekatan ini 

dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu dimensi teks, dimensi kognisi sosial, dan dimensi 

konteks sosial. Masing-masing dimensi ini memberikan wawasan mendalam tentang 

bagaimana wacana kebijakan beroperasi dan dampaknya terhadap petani kecil.  
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Dimensi Teks dalam Wacana Kebijakan EUDR 

Kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) merupakan langkah 

ambisius yang bertujuan untuk mengurangi kontribusi Uni Eropa terhadap deforestasi 

global. Dalam kebijakan ini, komoditas seperti minyak sawit, karet, kedelai, dan kayu 

diwajibkan memenuhi standar keberlanjutan yang ketat, termasuk keterlacakan asal-usul 

produk dan pembuktian legalitas lahan. Dengan menggunakan bahasa sebagai alat untuk 

membangun narasi keberlanjutan yang tegas, istilah-istilah seperti “bebas deforestasi” dan 

“uji tuntas” tidak hanya mengisyaratkan tanggung jawab moral terhadap lingkungan 

global tetapi juga membentuk kerangka kerja di mana negara-negara produsen harus 

beroperasi.  

Van Dijk Teun A. van (1995) menekankan bahwa bahasa bukan sekadar alat 

komunikasi; ia juga merupakan mekanisme yang digunakan untuk mereproduksi 

kekuasaan dan mendukung dominasi dalam wacana tertentu. Dalam konteks EUDR, Uni 

Eropa memanfaatkan bahasa kebijakan untuk menciptakan struktur kekuasaan yang 

menempatkan negara-negara produsen dalam posisi subordinat. Negara produsen 

menegaskan bahwa kebijakan Uni Eropa bersifat diskriminatif dan berpotensi merugikan 

petani kecil. Pemerintah Indonesia meningkatkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) 

sebagai sistem sertifikasi keberlanjutan nasional guna memenuhi standar lingkungan 

internasional. Selain itu, Indonesia bersama Malaysia membentuk Ad Hoc Joint Task Force 

on EUDR, yang bertujuan untuk memperjuangkan posisi negara produsen dalam dialog 

dengan Uni Eropa. Upaya diplomatik lainnya mencakup penyampaian Surat Bersama yang 

ditandatangani oleh 17 negara produsen kelapa sawit, menyoroti dampak negatif kebijakan 

ini terhadap petani kecil dan ekonomi lokal.  

Lebih lanjut, negara-negara produsen tidak hanya mengandalkan diplomasi, tetapi 

juga membangun narasi keberlanjutan alternatif yang menekankan bahwa solusi 

deforestasi tidak bisa hanya bergantung pada regulasi sepihak, melainkan harus berbasis 

kolaborasi global dan dukungan teknologi bagi petani kecil. Sebagai bagian dari strategi ini, 

Indonesia mengembangkan National Dashboard, sebuah platform digital untuk 

meningkatkan keterlacakan (traceability) rantai pasokan, yang menegaskan bahwa negara 

produsen memiliki inisiatif keberlanjutan sendiri. Di sisi lain, negara-negara produsen 

mulai mengalihkan ekspor ke Tiongkok, India, dan Pakistan, yang memiliki regulasi lebih 

fleksibel dibandingkan Uni Eropa, sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan 

terhadap pasar Eropa (Mutia et al., 2023). Dengan strategi ini, mereka berusaha membangun 

wacana bahwa keberlanjutan harus bersifat inklusif dan adil, bukan hanya didikte oleh 

standar yang ditetapkan negara-negara maju. 

Penggunaan istilah “bebas deforestasi” menciptakan oposisi biner antara produk 

yang dianggap “berkelanjutan” dan “tidak berkelanjutan.” Dalam wacana ini, produk yang 

gagal memenuhi persyaratan keterlacakan dianggap sebagai ancaman terhadap 

keberlanjutan global, tanpa mempertimbangkan konteks lokal di negara produsen. Bahasa 

dalam teks kebijakan EUDR tidak hanya menetapkan standar teknis, tetapi juga 

menciptakan hierarki moral antara negara maju sebagai konsumen utama dan negara 
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berkembang sebagai produsen. Hal ini menunjukkan bagaimana pilihan kata dan narasi 

yang dipilih dapat mereproduksi ketidakadilan. Misalnya, produk yang tidak memenuhi 

persyaratan keterlacakan dianggap tidak layak di pasar internasional, sementara realitas 

kompleks yang dihadapi petani kecil sering kali terabaikan. Dengan demikian, analisis 

wacana kritis van Dijk membantu mengungkap bagaimana kebijakan ini mereproduksi 

ketidakadilan melalui pilihan kata dan narasi yang dipilih. Beberapa istilah kunci dalam 

EUDR berfungsi untuk membangun citra positif bagi Uni Eropa sebagai pelopor 

keberlanjutan global dapat dilihat di tabel 1. 

 

Tabel 1. Kata Kunci dalam Kebijakan Anti-Deforestasi  

No. Kata Kunci Makna Tujuan 

1. Bebas 

Deforestasi 

Menekankan komitmen Uni 

Eropa untuk menghilangkan 

produk yang berkontribusi pada 

deforestasi dari rantai pasoknya.  

Uni Eropa berupaya 

melindungi hutan dan 

ekosistem global 

2. Keberlanjutan Menunjukkan bahwa semua 

produk yang masuk ke pasar Uni 

Eropa harus memenuhi standar 

keberlanjutan tertentu, seperti 

mencakup aspek lingkungan, 

sosial, dan ekonomi. 

Uni Eropa berupaya 

menciptakan 

keberlanjutan global 

3. Keterlacakan Kemampuan untuk melacak asal-

usul produk hingga ke 

sumbernya. Kebijakan ini 

menuntut transparansi dalam 

rantai pasok untuk memastikan 

bahwa produk tidak berasal dari 

praktik yang merusak 

lingkungan. 

Uni Eropa memastikan 

bahwa setiap produk yang 

masuk dalam pasar Uni 

Eropa dapat dilacak asal 

usul produknya. 

4. Uji Tuntas Proses ini mencakup evaluasi 

menyeluruh terhadap produk 

dan praktik produksi untuk 

memastikan bahwa mereka 

memenuhi standar keberlanjutan 

yang ditetapkan oleh Uni Eropa. 

Uni Eropa memastikan 

bahwa setiap produk yang 

masuk dalam pasar Uni 

Eropa telah melewati uji 

tuntas sehingga aman 

dikonsumsi. 

5. Legalitas 

Lahan 

Kebutuhan untuk membuktikan 

bahwa lahan yang digunakan 

untuk produksi komoditas legal 

dan tidak melanggar hukum 

Uni Eropa mengupayakan 

agar lahan yang 

digunakan untuk 

produksi bukan berasal 
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terkait penggunaan lahan, 

termasuk hukum lingkungan. 

dari lahan hasil 

deforestasi. 

Sumber: Diolah oleh Penulis (2025) 

 

Tabel 1 menunjukkan bagaimana lima kata kunci dalam kebijakan EUDR, yaitu 

bebas deforestasi, keberlanjutan, keterlacakan, uji tuntas, dan legalitas lahan memiliki 

makna dan tujuan berbeda. Misalnya, istilah “bebas deforestasi” memberikan kesan bahwa 

Uni Eropa berkomitmen untuk melindungi lingkungan, tetapi pada saat yang sama, istilah 

ini menempatkan beban tanggung jawab pada negara-negara produsen, seperti Indonesia 

untuk membuktikan bahwa mereka tidak berkontribusi terhadap deforestasi. Ini 

menciptakan tekanan tambahan bagi petani kecil yang sudah berjuang untuk bertahan 

hidup dalam sistem ekonomi global yang semakin tidak adil.  

Dalam konteks ini, bahasa kebijakan menjadi alat untuk menciptakan stigma 

terhadap produk-produk dari negara berkembang. Ketika produk dari negara tersebut 

dinyatakan “tidak berkelanjutan”, hal itu tidak hanya merugikan reputasi produk tersebut 

di pasar internasional tetapi juga mempengaruhi pendapatan petani kecil yang bergantung 

pada komoditas tersebut. Dengan kata lain, bahasa dalam kebijakan EUDR tidak hanya 

menetapkan standar teknis, tetapi juga membentuk persepsi kolektif yang menguntungkan 

pihak-pihak yang memiliki kekuasaan—dalam hal ini, Uni Eropa sebagai pengendali pasar 

global.  

Penggunaan bahasa dalam teks kebijakan EUDR juga menciptakan hierarki moral di 

mana negara maju dipandang sebagai pelindung lingkungan sementara negara 

berkembang dilihat sebagai pelanggar. Hal ini memperkuat pandangan bahwa 

keberlanjutan adalah tanggung jawab eksklusif negara-negara produsen. Dengan 

demikian, wacana ini tidak hanya menjadikan petani kecil sebagai korban dari sistem 

global, tetapi juga menghilangkan suara mereka dalam proses pengambilan keputusan 

terkait kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Sebagai contoh, ketika produk 

dari petani kecil di Indonesia dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keterlacakan, 

mereka secara otomatis petani sawit kecil Indonesia diposisikan sebagai penyebab masalah 

lingkungan global. Otomatis, narasi ini mengabaikan kenyataan bahwa banyak petani kecil 

tidak memiliki pengetahuan, akses ke teknologi, dan sumber daya untuk memenuhi 

standar tersebut.  

Dalam hal ini, analisis wacana kritis van Dijk membantu kita memahami bagaimana 

struktur kekuasaan dan dominasi dapat direproduksi melalui pilihan kata dan narasi dalam 

kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali penggunaan bahasa 

dalam kebijakan EUDR agar dapat menciptakan solusi yang lebih adil dan inklusif bagi 

semua pihak terkait, misalnya dengan melibatkan suara masyarakat lokal dan 

mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi untuk dapat mencapai tujuan keberlanjutan 

global tanpa mengorbankan kesejahteraan petani kecil.  

 

 

 

https://journal.pubmedia.id/index.php/jagpi/index


Journal of Administration, Governance, and Political Issues 

Volume: 1, Nomor 2, Juni 2025  

 

 

31 

 
https://journal.pubmedia.id/index.php/jagpi/index  

 

Dimensi Kognisi Sosial dalam Wacana Kebijakan EUDR 

Dimensi kognisi sosial dalam analisis wacana kritis menurut Teun A. van Dijk 

menjelaskan bagaimana ideologi, nilai, dan kepercayaan kolektif yang tertanam dalam 

masyarakat memengaruhi produksi dan penerimaan wacana. Dalam konteks kebijakan 

European Union Deforestation Regulation (EUDR), kognisi sosial memainkan peran sentral 

dalam membentuk pandangan global tentang deforestasi. Uni Eropa menggunakan standar 

keberlanjutan sebagai alat untuk memperkuat legitimasi moralnya, menciptakan narasi 

yang menempatkan mereka sebagai pemimpin dalam pelestarian lingkungan global. 

Sedangkan, deforestasi adalah hasil dari kegagalan pengelolaan sumber daya di negara-

negara produsen, seperti Indonesia.  

Narasi dalam kebijakan EUDR ini sering kali mengabaikan realitas kompleks yang 

dihadapi oleh aktor-aktor lokal, seperti petani sawit kecil, yang bergantung pada lahan 

untuk mata pencaharian mereka. Dengan demikian, kognisi sosial yang dibangun melalui 

EUDR tidak hanya membentuk persepsi tentang penyebab deforestasi, tetapi juga 

memengaruhi bagaimana solusi dirancang dan diterapkan. Kognisi sosial dalam kebijakan 

EUDR didasarkan pada keyakinan kolektif bahwa konsumsi Uni Eropa harus bersih dari 

kontribusi terhadap deforestasi dan hal tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan yang 

mengatur rantai pasok global dengan harapan bahwa semua produk yang masuk ke pasar 

Uni Eropa memenuhi standar keberlanjutan.   

Namun, seperti yang dijelaskan oleh van Dijk, ideologi sering kali menjadi inti dari 

kognisi sosial. Dalam hal ini, ideologi keberlanjutan Uni Eropa berfokus pada tanggung 

jawab negara-negara produsen untuk mematuhi standar yang ditetapkan, sementara 

tanggung jawab konsumen di negara maju cenderung diabaikan. Kondisi ini menciptakan 

bias lingkungan yang menganggap keberlanjutan sebagai konsep universal yang dapat 

diterapkan secara homogen di seluruh dunia. Penelitian oleh Meijer (2015) menunjukkan 

bahwa kebijakan keberlanjutan sering kali dirancang berdasarkan asumsi bahwa semua 

aktor memiliki akses yang sama terhadap teknologi, pendanaan, dan informasi. Namun, 

kenyataannya adalah bahwa banyak petani kecil di negara-negara produsen tidak memiliki 

kapasitas untuk memenuhi persyaratan ini. Kesenjangan ini menciptakan jurang 

pemahaman antara pembuat kebijakan di negara maju dan realitas kehidupan petani kecil. 

Dalam konteks wacana EUDR, kognisi sosial juga dipengaruhi oleh representasi media di 

negara maju. Media di Uni Eropa sering kali menggambarkan deforestasi di negara tropis 

sebagai akibat langsung dari praktik pertanian yang tidak bertanggung jawab di negara 

produsen. Representasi ini membentuk persepsi kolektif bahwa petani kecil adalah aktor 

utama penyebab kerusakan lingkungan, meskipun sebagian besar deforestasi tropis 

disebabkan oleh ekspansi agribisnis skala besar. Narasi ini tidak hanya membangun stigma 

terhadap petani kecil tetapi juga memperkuat pandangan bahwa kebijakan seperti EUDR 

adalah solusi yang tidak dapat ditawar untuk masalah lingkungan global.  

Bager et al. (2021)  menegaskan bahwa pendekatan ini mengabaikan kontribusi 

signifikan dari petani kecil dalam produksi komoditas dan mengalihkan perhatian dari 

tantangan struktural yang mereka hadapi. Kognisi sosial yang terbangun melalui kebijakan 

EUDR juga mencerminkan ketidakadilan struktural yang lebih luas dalam sistem 
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perdagangan global. Dengan menetapkan standar keberlanjutan yang ketat tanpa 

mempertimbangkan konteks lokal, kebijakan ini secara efektif menempatkan beban 

tanggung jawab pada negara-negara produsen tanpa memberikan dukungan yang 

memadai. Hal ini menciptakan situasi di mana petani kecil terpaksa berkompetisi dengan 

perusahaan besar yang memiliki sumber daya untuk memenuhi persyaratan tersebut.  

Dinamika ini menunjukkan bagaimana kognisi sosial dapat memperkuat 

ketergantungan struktural pada perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan besar 

dengan akses terhadap teknologi keterlacakan dan sertifikasi keberlanjutan semakin 

memperkuat dominasi mereka dalam rantai pasok global. Sementara itu, petani kecil 

dipaksa untuk menjual produk mereka dengan harga rendah kepada perusahaan besar 

karena tidak mampu memenuhi standar secara independen. Sehingga, penting untuk 

mengevaluasi kembali pendekatan kebijakan dengan melibatkan suara masyarakat lokal 

agar solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dapat dicapai. Hanya dengan cara ini kita 

dapat memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya melindungi 

lingkungan, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani kecil di seluruh dunia. 

 

Dimensi Konteks Sosial dalam Kebijakan EUDR 

Dalam analisis wacana kritis, Van Dijk Teun A. van (1995) menekankan bahwa 

kebijakan tidak pernah netral. Sebaliknya, kebijakan selalu dipengaruhi oleh struktur 

kekuasaan dan kepentingan sosial-ekonomi yang ada. Kebijakan European Union 

Deforestation Regulation (EUDR) mencerminkan hubungan kekuasaan global di mana 

negara-negara maju, seperti Uni Eropa, menggunakan posisi dominannya untuk 

menetapkan standar keberlanjutan yang mengikat bagi negara-negara produsen, seperti 

Indonesia. Persyaratan seperti keterlacakan penuh dan pembuktian legalitas lahan 

menciptakan hambatan yang tidak proporsional bagi petani kecil di negara-negara seperti 

Indonesia.  

Dengan kekuatan yang dimiliki Uni Eropa untuk mendikte aturan perdagangan 

global, EUDR menempatkan Uni Eropa sebagai pemimpin moral dalam pelestarian 

lingkungan. Namun, posisi ini juga memosisikan negara-negara produsen sebagai pihak 

yang harus bertanggung jawab atas deforestasi. Menurut Lambin & Thorlakson (2018), 

kebijakan berbasis keberlanjutan sering kali gagal mempertimbangkan konteks sosial-

ekonomi negara produsen. Banyak petani kecil yang mengelola lahan secara tradisional 

tidak memiliki akses terhadap dokumen formal atau teknologi pendukung yang diperlukan 

untuk memenuhi persyaratan tersebut.  

Konteks sosial yang melingkupi kebijakan EUDR juga mencerminkan ketegangan 

antara tujuan keberlanjutan global dan kebutuhan ekonomi lokal. Sebagian besar petani 

kecil di negara-negara produsen, seperti Indonesia, menggantungkan hidup mereka pada 

komoditas seperti minyak sawit. Namun, persyaratan ketat yang ditetapkan oleh EUDR 

memaksa mereka untuk bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki kapasitas 

finansial dan teknologi untuk memenuhi standar tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa 

lebih dari 70% petani kecil di sektor kelapa sawit tidak memiliki dokumen legal atas lahan 
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yang mereka kelola (Charoenratana & Shinohara, 2018), sehingga kehilangan akses ke pasar 

internasional.  

Kondisi ini bukan hanya merugikan ekonomi petani kecil, tetapi juga memperburuk 

ketimpangan sosial di tingkat lokal. Kebijakan EUDR menciptakan ketergantungan 

struktural pada perusahaan multinasional, di mana perusahaan besar dengan akses 

terhadap teknologi keterlacakan dan sertifikasi keberlanjutan semakin memperkuat 

dominasi mereka dalam rantai pasok global. Sementara itu, petani kecil terpaksa menjual 

produk mereka dengan harga rendah kepada perusahaan besar karena tidak mampu 

memenuhi standar secara independen. Selain itu, kebijakan EUDR mencerminkan bentuk 

baru neokolonialisme ekonomi, di mana negara maju menggunakan kekuatan ekonominya 

untuk memaksakan kebijakan yang lebih menguntungkan mereka. Dalam proses ini, 

negara-negara produsen sering kali tidak dilibatkan secara memadai dalam perumusan 

kebijakan meskipun mereka adalah pihak yang paling terdampak. Meijer (2015) 

menunjukkan bahwa regulasi keberlanjutan sering kali hanya berorientasi pada 

kepentingan konsumen di negara maju, sementara negara produsen harus menanggung 

beban administratif dan finansial yang tidak proporsional.  

Ketidakseimbangan ini menciptakan hierarki kekuasaan dalam perdagangan global, 

di mana negara-negara maju menentukan aturan tanpa memperhatikan kebutuhan lokal di 

negara berkembang. Hal ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan seperti EUDR lebih 

menguntungkan bagi negara maju daripada memberikan solusi nyata bagi masalah 

deforestasi yang kompleks. Mengingat tantangan-tantangan ini, sangat penting untuk 

mengevaluasi kembali pendekatan kebijakan saat ini agar lebih inklusif dan responsif 

terhadap kebutuhan serta realitas kehidupan para petani sawit kecil di Indonesia, seperti 

memfasilitasi proses legalisasi lahan, menciptakan program pelatihan, penerapan subsidi 

atau insentif, dan menciptakan ruang dialog antara stakeholder di sektor kelapa sawit. 

Gambar 4 menunjukkan empat langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia 

untuk melawan dominasi wacana dari kebijakan EUDR. 

 

 

 

Gambar 4. Empat Langkah Melawan Wacana Kebijakan EUDR 

Sumber: Diolah oleh Penulis (2025) 
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Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ketidakadilan struktural yang 

muncul akibat implementasi UU Anti-Deforestasi dapat diminimalisir. Kebijakan yang 

berpihak pada petani kecil akan membantu menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi 

yang lebih inklusif serta berkelanjutan, di mana semua pihak dapat berkontribusi secara 

adil terhadap pembangunan ekonomi tanpa merugikan hak-hak individu atau lingkungan. 

Sehingga, dapat menjembatani kesenjangan antara regulasi internasional dan realitas lokal 

yang dihadapi oleh para petani sawit kecil melalui dukungan konkret dan pengakuan 

terhadap hak-hak serta kebutuhan mereka. Hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan 

petani, sekaligus juga memastikan bahwa tujuan keberlanjutan yang diusung oleh EUDR 

dapat tercapai tanpa mengorbankan kehidupan masyarakat lokal. Hal tersebut adalah 

langkah penting dalam menuju sistem pertanian kelapa sawit yang lebih adil, 

berkelanjutan, dan inklusif di Indonesia. 

Simpulan 

Undang-Undang Anti-Deforestasi yang tertuang dalam Peraturan Bebas Deforestasi 

Uni Eropa (EUDR) berdampak terhadap petani sawit di seluruh dunia, termasuk Indonesia. 

Melalui lensa teori pengakuan Axel Honneth dapat dilihat, meskipun kebijakan tersebut 

bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan melindungi lingkungan, namun 

implementasinya sering kali menciptakan ketidakadilan struktural bagi petani sawit kecil 

di Indonesia. Wacana yang dibangun oleh kebijakan ini cenderung mengabaikan realitas 

kehidupan para petani, yang sering kali terjebak dalam ketidakpastian hukum dan 

kesulitan memenuhi persyaratan keterlacakan yang ketat. Hal ini memperburuk posisi 

tawar mereka dalam pasar global dan menciptakan eksklusi sosial yang sistematis. 

Melalui analisis wacana kritis, terlihat bahwa kebijakan EUDR tidak hanya berfungsi 

sebagai alat untuk pelestarian lingkungan, tetapi juga mereproduksi hierarki kekuasaan 

global yang menguntungkan negara-negara maju. Ketidakadilan ini semakin diperparah 

oleh kurangnya dukungan teknis dan finansial bagi petani kecil oleh Pemerintah Indonesia, 

yang membuat petani sawit Indonesia sulit bersaing dengan perusahaan besar yang 

memiliki sumber daya lebih. Rekomendasi untuk mengatasi masalah ini adalah perumusan 

kebijakan yang lebih inklusif, seperti pemberian akses legalitas lahan, program pelatihan 

untuk memenuhi standar keberlanjutan, dukungan finansial bagi petani kecil melalui 

insentif, dan menciptakan ruang dialog antara pemerintah, perusahaan besar, dan petani 

kecil. Melaui langkah-langkah tersebut, maka ketidakadilan yang dihasilkan oleh 

implementasi EUDR dapat diminimalisir, menciptakan sistem pertanian yang lebih adil dan 

berkelanjutan di Indonesia. 
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